GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka
pelaksanaan kinerja operasional Badan Layanan
Umum Daerah diperlukan pejabat pengelola Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah dengan menetapkan

perubahannya dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat



Mengingat

-2 -

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

7. Peraturan




Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas
dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas
dan Pegawai Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.02/2011 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum;;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44 /PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun
2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 98
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.

Pasal I



Pasal I

Diantara BAB IX dan BAB X dalam Peraturan Gubernur

Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014
Seri E1) disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB IXA
PEJABAT PENGELOLA

Pasal 46A

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

a. pemimpin,;

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada
SKPD atau BLUD-Unit Kerja.

Pasal 46B

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat
pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46A ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan
BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non
keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik.

Pasal 46C



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 46C

Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur.

Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 46D

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46A ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD;

b. menyusun renstra bisnis BLUD;
menyiapkan RBA;
mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan
dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai
ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundangan-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan
kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada
Gubernur.

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum

operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 46E

Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimasud dalam
Pasal 46A ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan
kewajiban:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menvyelenggarakan




(2)

(1)

(2)

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang-piutang;
menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset
tetap dan investasi;
g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen
keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan.
Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab
keuangan BLUD.

Pasal 46F

Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46A ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan
kewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di
bidangnya,;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidangnya.

Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di

bidang masing-masing.

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud

(1)

pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi,
administrasi, peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
Pasal 46G
Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal

dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri

sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pejabat



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari
non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau
berdasarkan kontrak.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola
dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri
sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang
berasal dari non pegawai negeri sipil dilakukan
berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan

produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 46H

Pemimpin BLUD SKPD merupakan pejabat pengguna
anggaran/barang daerah.

Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa
pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD
induknya.

Dalam hal pemimpin BLUD SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari non pegawai
negeri sipil, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari
pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat pengguna
anggaran/barang daerah.

Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berasal dari non pegawai
negeri sipil, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari
pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat kuasa
pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD

induknya.

Pasal 461

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan

pegawai BLUD yang berasal dari non pegawai negeri sipil,

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HHMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 38 SERI E.






